PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
N, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) B (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: http:/www.bangka.go.id SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor : 188.4/;'0,(;) /DINPMP2KUKM/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan pengembangan keterbukaan
informasi layanan publik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak terkait, maka diperlukan penetapan Standar Pelayanan (SP);

b. bahwa standar pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat menjadi
acuan dalam penilaan, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka
Standar Pelayanan (SP) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah di Kabupaten Bangka.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) Sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6761, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Menetapkan
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4.

15.

ublik (Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan P '
arn Republik

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Neg
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NUH“""
Republik Indonesia Nomor 5§587), sebagaimana telah beberapa kali diubah lcmkh‘lr
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara RCI’“I"',k
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Ncg"f"
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

(L.embaran

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Sccara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2016 Nomor 6 Seri D). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN
(SP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
tersebut Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Jasa; dan

b. Administratif,

Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
tersebut dalam Diktum Kesatu, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian,
pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

AYAIE N PER
P‘E::PA-DU SATU PIHTY

Kopemslushu\KEC\
DAt MENENG,




LAMPIRANB.I. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAJXSTJ
MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERP i
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL D
MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/ /DINPMP2KUKM/2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Bangka Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pe'layanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu . Pelayanan Satu Pintu Adalah Pelayanan Secara Terintegrasi Dalam
Satu Kesatuan Proses Dimulai Dari Tahap Permohonan Sampai Tahap Penyelesaian Produk
Pelayanan Melalui Satu Pintu . Untuk Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Y.ang
Layak Sesuai Dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Dan Korporasi Yang Baik, Terpenuhinya
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuaj Dengan Peraturan Perundang - Undangan, Serta
Terwujudnya Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan, Maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Sebagai Unit
Pelayanan Public Menetapkan Standar Pelayanan Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Bangka.

. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

c. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

d. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

g Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 Jjuncto Permen PUPR Nomor
06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

h. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan
Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

i. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Persyarataan Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Menmiliki Keterangan Rencana Kota (KRK)
Menmiliki Data Tanah / Surat Tanah

Memiliki Gambar Rencana Bangunan;

Memiliki Hak Akses SIMBG berupa Username dan Password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di Simbg.pu.go.id.
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b. Pilih Daftar

Pilih DAFTAR

I

|
V
|

c. Pilih Skala Usaha

¢ ©OSS
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Pilih skala usaha UMK

d. Jenis Pelaku

Pilih jenis pelaku usaha UMK

¢ OSS

u -Undang Cipta Kena
mhﬁi. Modah, Cepat

+ OSS

Skala Usaha Anda adalah UMK

* Pilih Jenis Pelaku Usaha

(Orang Perseorangan atau
Badan Usaha)

SEl Lengkapi data sebagai UMK (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah UMK

anr on

et Ay st e

* Lengkapi formulir
pendaftaran yang tersedia

Ilnﬁn'lh‘n.' leﬂ)l

e. Lengkapi Formulir PendafPelaku Usaha Perseorang

+ OSS

e Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang
Perseorangan

* Data yang harus Anda lengkapi:
1 Nomor Telepon Seluler
2. Alamat Email

* Centang Kolom Pernyataan

* Klik Kirim Kode Verifikasl Melalul
Email untuk menerima Kode
Verifikasl melalui email

* Klik Kirim Kode Verifikasi Melalui
untuk menerima Kode
Verifikasi melalui WhatsApp
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a Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 5 ©S8S

'y OSS

Undarg Cipts Kary
tru Cogat

a Lengkapi Data Pelaku Usaha + ©OSS
. ) e Sistemn ekan menampilkan data secars oomats
am—— 1. Nomor Induk Kependudikan (N K)
2 Nama
3. Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir
Nomor Telepon
. Alamat Sesual KTP

an

e Datayang harus Anda lengkaprt:

1. Nomor Pokok Wajib Pzjak (NPYW/P) Pribadi
Emarl
BPJS Ketenagakeqjaan (Jika sudah mermilik)
BPJS Kesehatan (Jika sudah memilik)
Proses perizinan akan tetsp biza
dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha
belum memiliki BP)S Kesenhstan atau
BPIS Ketenagakerjaan

—— *  Kiik tombol SIMPAN DATA

]
[————— ] ®  Kiktombol IS BIDANG USAHA Udug-tiedars Gyte fare

Pasm Mdan, Copat

DN

Lengkapi Data Bidang Usaha 4 ©SS

+ Sistem akan menampilkan Form Pemilihan
g Bidang Usaha

— : « Data yang harus Anda lengkapc

L J 1. Jenis Kegiatan Uszha (Utama, Pendung,
Kantor Czbang Administrasi, atau

(- -] Pendukung UMKU]

2 Bidang Uszha

(Apabila bidang usaha yarg dipilin
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem gkan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilin kegiatan usaha yzng
sesuzi dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, skan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilin KB(VBidzng
Uszha

4. Puang Lingkup Kegiatan

Catatan: Pelaku Uscha dapat mengecek nomor KBL melalui
Tesiossgald/in‘armesykbli-barbasis-risk »  Kiik tombol SIMPAN.

Undang-Ungang Cgra Ker,
Fust N, o

a Lengkapi Data Detail Bidang Usaha s @_S_S

e Datayang harus Anda lenghkapt
Nama Usaha/Kegistan
Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupeten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa

Kode Pes

Apakah keglatan i sudah berjzlar?
Modal Usaha

SomNmniwN -~

¢ Kik VALIDASI RISIXO
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n for 223 Daftar Usaha 4 G55

LT ek

%4
s Ssterm s meramplian A
1 Budang Lzte KBU,
1 Lokzs Uszhe
1 Daa sara Dumiah tenaga kefa 5or Modal Usaba
ity vty G =y
o Vo) SELAYOUTRYA Tt W Lot

m Per vz3 Daftar Kegistan Usaha 4 QSS

UASTAR (LLATAR Jbrh
. ' w

o Semzen mersTpia o VeV

1 2l
2 lhezalzrz o Vv s PROGES PERITINAN BERUSAVA
3 DetzUszhz
4 Sezzlzz o Uty pergran I Serrze s Vendah 27, £ vz lanngah Vo
5 Tingret Pslo
5 PerpzzznVzron o Ut Dergrze WY czrege Vgl Warknigah Berdah 27, 2 0%
71 Yzts ngich®
P s it ]
b Wt
Perivsa dan Ler okap Dokumen Persetujuan Lingkungan ¢ GSS
(KBLY/Bidang Usaha tertentu) Eaa

L =

o SimEm BYEN MENETp V2T pETET 7D v ez “Pgalcah pukah maeriliss
Uinghur a3 agiwan i gt BAICE DT
2 4z pf n Sudah. zryt vz langrah Ba % u il Jenits GTAn [, 2T
Engringan yzng damdis.
b Sz pih Belum, lzr 2 ke largahBb 1 lenghragl Yormlis 7w S 0075,
sty WGt L G i pEts vegLEn SAB YT

» Kok tomod LAYOUT.

ety s s Lo
Vm Bt

fER Perivss gan Lergrap Dokumen persetujuan Lingkungan s OSS
(KBU/Bidang Usaha tertentu)

. an'lnwnmmmp’-mwz‘,,u’ gy o ogar yuny Gl

Y 1ormino] LAYOUIY, unt s e 0 G #5575 2o Dargpst 1o, Langa mekebd 4%
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ST RS0 S A

Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan s OSS
(KBLI/Bldang Usaha tertentu)

« Jika pilih Belum, si5tem akan menampilkan konfirmasi “Pllih Jenis Usaha dan/atau Keglatan”
yang harus Anda pilih berdasarkan KBLY/Bldang Usaha terplilh.

= Kik tombol LANJUT,

Undang Undang Upta ke-ja
g Mok Gt

Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan " _@_SS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu)

T 1 el

Persetujuan Lingkungan, maka data yang
harus Anda lengkapi:
1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
parameter yang tertera pada formulir
s sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakukan.
(Kemudian, sistem akan menampilkan
Jenis kevzajiban dokumen lingkungan
yang harus dipenuhl, seperti SPPL,
. UKLJUPL, atau AMDAL)
2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian
kegiatan usaha yang dilakukan.

« Kiik tombol LANJUT

== Y
Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 4 OSS

 Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyztaan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengzh Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan izin (risiko
Tinggi), SPPL. dan lain-lain.

NS AT A A L P 7 et AR 4

e €t A Do

s Baca, pahami dan kik checkbox

masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,
— — N ¢ KikLANIUT
- o) 5 v
Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri + OSS
e et ¢ Khusus untuk perizinan tunggal dan
pada KBU tertentu yang
membutuhkan Standar Nasional

Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal,
sistern akan menampilkan

i Pemnyataan Mandiri terkart hal

P BT TN WA T le!sebuL

T R TS k.
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O 5 T i 1. R G

m Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB) s _QS,S

Undarg Undang Opta Kerid
Past. Madah, Cepat

Perlzinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS) s QS_S

Undsng Undang Opta Kerja
Pastl, Muda¥, Cepat

4. Pengawasan

Melalui Sub Menu Pengawasan pada Sistem OSS

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Ditentukan oleh sistem OSS

6. Biaya / Tarif

Gratis

7. Produk 1. NIB —» Usaha Risiko Rendah

Pelayanan 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) — Usaha Risiko Menengah
Rendah dan Menengah Tinggi
3. NIB + Izin — Usaha Risiko Tinggi

8. Penanganan 1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Pengaduan, Terpadu Satu Pintu , Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Saran, dan Kabupaten Bangka di ruang Konsultasi Khusus dan Ruang
Masukan Berbantuan.

2. Pengiriman Surat ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

3. Unit Pelayanan Pengaduan

- e-mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id
- Whatshapp/SMS : 08127123225

4. Website : www.dinpmp2kukm.bangka.qo.id

5. e-mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id

6. Telepon : (0717) 96107, 96092

7. Kotak Pengaduan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perzinan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka.

8. SPAN Lapor

9. Aplikasi OSS - RBA ( Menu Pengaduan )

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka, JI. Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka 33215




Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

a.

Sarana dan Prasarana

- Ruang Pengaduan dan Konsultasi

- Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC/Air
Conditioner),

- Tempat Parkir Roda empat dan roda dua;
- Jaringan Internet;

- Komputer dan Printer;

- Telepon;

- Lemari Dokumen;

- Meja;

- Kursi;

- Alat Tulis kantor;

- Toilet Pengunjung.

. Fasilitas Pendukung:

- Ruang Ibadah (Mushola);
- Ruang Laktasi;

- Kantin;

- Ruang Merokok;

- Televisi;

- Mesin Antrian Elektronik;
- Air Minum;

- Kotak Pengaduan;

- Kursi Roda;

- Step Lobby;

- Tabung Pemadam Api;
- Penunjuk Jalur Evakuasi.

10.

Kompentensi
Pelaksana

@ Hh o a0 o P

. Kepala Dinas;

. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;

- Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi;

- Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal;

. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DINPMP2KUKM;

Verifikator Permohonan Dasar (KKPR,SKKL) OPD Teknis Terkait;

- Verifikator Permohonan Izin OPD teknis Sesuai Sektor Usaha.

Jumlah
Pelaksana

Orang Pengelola Akun Utama;

Orang Verifikator Unit PTSP;

Orang Tenaga Pendamping

Orang Petugas Layanan Pengaduan OSS

12.

Jaminan
Pelayanan

Adanya kepastian persyaratan , prosedur , proses, waktu ,biaya, dan
didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi dibidang
masing - masing sesuai tugas dan Fungsi Jabatan;

. Adanya jaminan pemberian Pelayanan Perizinan berusaha kepada

masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.

13.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha
kecil menengah kabupaten bangka

. Terdapat tabung pemadam api di lokasi yang telah ditentukan oleh

badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten bangka
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu
pintu koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten bangka.




14.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) berdasarkan pengawasan

EETLRAIAN

1) Evaluasi dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat
(SKM) dengan mekanisme sebagai berikut :

— setiap pemohon yang datang kedinas penanaman modql
pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecgl
dan menengah  teklah mengurus izin dan produk haSl!
layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner survei
kepuasan masyarakat (SKM) pada apliksi SKM dengan
mengunakan perangkat layar sentuh.

2) Rekapitulasi data laporan hasil survei kepuasan masyarakat
(SKM) dan hasil index Kepuasan masyarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat (SKM).

3) Analisis data survei kepuasan Masyarakat (SKM) salam

pembuatan laporan survei Kepuasan masyarakat (SKM) Setiap
semester

atasan langsung terkait orientasi pelayanan, Komitmen , inisiatif
kerja , dan Kerjasama.

15.

Waktu
Pelayanan
keluhan ,
informasi dan
pengaduan
perizinan
berusaha OSS

Setiap hari kerja selama jam kerja DINPMP2KUKM Kab. Bangka

ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
K si_usaha Kecil dan menengah

NIP. 19710115 199503 1 001




LAMPIRAN B.I. : KEPUTUSAN KEPALA DINAS I’EN/‘\T“JA)MAH
MODAL PELAYANAN PERIZINAN :I‘lleAl)
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 503/ /DINPMP2KUKM/2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL , PELAYANAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Bangka Mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu . Pelayanan Satu Pintu Adalah Pelayanan Secara Terintegrasi Dalam
Satu Kesatuan Proses Dimulai Dari Tahap Permohonan Sampai Tahap Penyelesaian Produk
Pelayanan Melalui Satu Pintu . Untuk Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Y'ang
Layak Sesuai Dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Dan Korporasi Yang Baik, Terpenuhinya
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan, Serta
Terwujudnya Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan, Maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Sebagai Unit
Pelayanan Public Menetapkan Standar Pelayanan Dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Bangka.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

1. | Dasar Hukum a.  UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

b.  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¢. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

d. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

e. Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

f. Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

g. Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 juncto Permen PUPR Nomor
06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

h. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan
Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

i. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Persyarataan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK)
3. Memiliki Data Tanah / Surat Tanah

4. Memiliki Gambar Rencana Bangunan;

5. Memiliki Hak Akses SIMBG berupa Username dan Password
yang diperoleh setelah mendaftarkan di Simbg.pu.go.id.

|




Sistem
Mekanisme,
dan Prosedur

Bagan Alir Permohonan PBG Pada Aplikasi SIMBG melalui OSS

Bagan Alir Permohonan IMB
Pada Aplikasi SIVIBG melalur 055

Dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan
SIMBG, Pemohon bertanggung jawab untuk:

a. Melengkapi Data Dan Dokumen Teknis Permohonan

b. Menghadiri Konsultasi Perencanaan Dan/Atau
Pembongkaran Bangunan Gedung (Bila Diperlukan)

c. Membayar Retribusi Daerah Yang Telah Ditetapkan (Bila
Ditagihkan)

d. Menyampaikan Informasi Jadwal Dan Tanggal Mulai
Pelaksanaan Konstruksi Kepada Dinas Teknis Melalui
SIMBG Pada Tahap Pembangunan Bangunan Gedung

e. Menyampaikan Informasi Jadwal Dan Tanggal Mulai
Pembongkaran Kepada Dinas Teknis Melalui SIMBG
Pada Tahap Pembongkaran Bangunan Gedung

f. Mendaftarkan Akun Perencana Konstruksi, Pelaksana
Konstruksi, Perencana Pembongkaran Dan Pelaksana
Pembongkaran (Bila Diperlukan)

I. Pendaftaran Akun Pemohon

1. Klik Daftar pada menu atas maupun tombol Daftar pada
halaman SIMBG

APU

e A

Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung

a-




2. Pilih Daftar Sebagai Pemohon, isi Alamat Email Aktif dan

Kata Sandi sesuai keinginan Anda beserta kode keamanan pada
Form Pendaftaran, lalu klik "Kirim".

KEDONDONG

3. Pemohon akan mendapat informasi pendaftaran berha-sil, dan
silahkan buka alamat email anda untuk proses verifikasi.

4. Pemohon akan mendapatkan email verifikasi pada email
terdaftar, Pemohon diminta untuk mengklik Tautan
“Verifikasi” berwamna biru pada badan email.

Verifilasi User Pengajuan Permohonan IMB | CS SIMEG
c3tamc -
B s
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5. Setelah Pemohon mengklik tautan tersebut, Pemohon akan
diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri
Pemohon

APU__ : B

Lengkapl Akun Anda

= -

6. Setelah melengkapi data diri Pemohon, Klik "Simpan".
7. Proses Pendaftaran Pemohon Berhasil.




"—

. Masuk Akun Pemohon

1.

2.

Klik "Masuk" pada menu atas maupun tombol "Masuk"
pada halaman SIMBG

APU

(S

Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung

@ CH

Mengisikan alamat email dan kata sandi Pemohon
beserta kode keamanan dengan benar pada Form Masuk

Lalu klik "Masuk" pada Form Masuk.

Jika Pemohon belum melengkapi Data Diri, Pemohon akan

otomatis diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi
Data Diri

iPU . ===

B e R R e |

5.

6.

Lengkapl Akun Anda

[

Tetapi jika Pemohon sudah Melengkapi Data Diri, maka
Pemohon Pemohon Akan langsung di arahkan pada halaman
Beranda Pemohon

Py 3
Daftar Permohonan
arsmem e
Ny Nams Remid Jemm Perretonan o Reproay Lok BG. Stann Permatonan  Meu
[ s el a~ X v 0 a

Proses Masuk Pemohon Berhasil




UL Pondaftaran Pengajuan PBG/SLE/SBRBG/RTE dan Pendutann
Bangunan Gedung,

ik 1 " K mennmbahkan
L. Pada haloman Beranda Klik *“'Fsombah lu‘nlu' onar
pendafiaran— permohonan — PRG/SLI/SBKBG/RTB dan

Pendatann Bangunan Gedung,

. . . .o . &
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MEN. .. &
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[ Srs |

e
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2. Akan muncul jenis permohonan perizinan, sebagai contoh
Klik “Persetujuan Bangunan Gedung” untuk mendaflarkan
permohonan PBG

Pl P et an

3. Pilih “Jenis Permohonan” untuk memilih Jjenis permohonan
yang akan didaftarkan

4. Pilih “Fungsi Bangunan” sesuai dengan PBG yang akan
dimohonkan




5.

ihs i a5 sevzi dengan VB yaug Susu i
Pilih “Jenis Bangunas”™ vewzi dengan Vo> yaug

Pemohon melengkapi Datz Banpwen womi dengem PBC
yang dimohonkzan,

10.
11.

Klik “Simpzn™
Setelah mengisi Datz Bangumen Pemchion zies Sarsiies k=
halaman Form Permohonzn Komsatas yzog berisi d=2 &

Pemohon. Pemohon dapet memperter ez &= pad=
halamaninidmgznmengisikan;ajah:}xz}m_iﬁ' e

e T -

_— —
Klik "Simpan".
Klik "Selanjutnya”.

Pemohon dapat melihzt kembali Dees Basma d=
MelengkapiDataAlantangmmier:ebs_




12, KIlik "Simpan"

13. KIlik "Selanjutnya", lalu Pemohon akan diarahkan pada
halaman Form Data Tanah

A

APU 3
| SR oy T S S R S (Y 0 Ty LY )
==
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I4. Klik “Tambah Data” pada Data Tanah untuk mengisikan
informasi tanah bangunan yang dimohonkan

15, Isi dan lengkapi data tanah, lalu klik "Simpan"

16. Setelah data tanah tersimpan, Klik “choose file” untuk
memilih file Data Teknis tanah yang diminta oleh system

-

APV 3

Form Data Tanah

©

I

e
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17. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik
“Selanjutnya”

18. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data
Umum




19. Klik “choose file” untuk memilih file Data Umum yang
diminta oleh system

20. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”

21. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data
Teknis Arsitektur dan Struktur

Furm Data Tekmis Arsitekun dun Struktur

Ceta - gapaar tamien

22. Klik “choose file” untuk memilih file Data Teknis Arsitektur
dan Struktur yang diminta oleh system

23.  Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”

24. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form Data
Teknis MEP

Form Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

N 2 Thbs i Fikt o ) Pantig

i T B ot

25. Kilik “choose file” untuk memilih file Data Teknis MEP yang
diminta oleh system

26. Setelah melengkapi unggahan dokumen, klik “Selanjutnya”

27. Lalu Pemohon akan diarahkan pada halaman Form
Pernyataan




T ——

(

\'n |

28. Centang pilihan  konfirmasi  kebenaran  data  untuk
pertanggung jawaban Pemohon atas kebenaran data yang
telah diisikan dan dokumen yang diunggah pada system.

29.  Centang “Ceklis Jika Setuju”jika Pemohon sudah mencentang
semua konfirmasi kebenaran data pada system.

30.  Klik “Simpan

31. Data dan unggahan dokumen Pemohon akan tersimpan pada
system dan akan menunggu verifikasi dari TPA/TPT yang
ditugaskan

32. Proses Pengajuan selesai dan "Status Permohonan” dapat
dilihat paada Halaman Beranda Pemohon

APy 4

Daftar Permohonan

ESTA PENCATLIN VI, 25, 035 7Y, KT PGS LN 5N GE70G [ 4 i |
Mo e i e ra (o — P P (
4. Pengawasan a. Pengawasan Dilaksanakan Secara Berjenjang Oleh Atasan Langsung

Internal Hingga Ke_pala D.inas
b. Pengendalian Dilakukankan Oleh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

5. | Jangka Waktu | 30 hari
Pelayanan

Biaya / tariff Perda Kabupaten Bangka No 3 Tahun 2022 Tentan
6. atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6
Retribusi Perizinan Tertentu

g Perubahan Ketiga
Tahun 2011 Tentang

7. Produk a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pelayanan b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
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8. Penanganan I. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan P

/ i o - nengah
Pengaduan , Terpadu Satu Pintu , Koperasi Usaha Mlkl:O Kecil dnnd Me Ru;‘Ig
saran, dan Kabupaten Bangka di ruang Konsultasi Khusus dan
Masukan Berbantuan.

2. Pengiriman Surat ke Dinas Penanaman Modal, P.elnyanan Penzmaajl:
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Men}e;zg]5
Kabupaten Bangka, JI. Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka

3. Unit Pelayanan Pengaduan
- e-mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id

- SMS : 08127123225

4. Website i www.dinpmp2kukm.bangka.go.id

5. e-mail : dinpmp2kukm@bangka.go.id

6. Telepon : (0717) 96107, 96092

7. Whatshapp : 08127123225 )
Kotak Pengaduan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perzinan
Terpadu satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Bangka.

9. Sarana dan a. Sarana dan Prasarana

Prasarana, dan

- Ruang Pengaduan dan Konsultasi
/atau Fasilitas & &

- Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (AC/Air
Conditioner);

- Tempat Parkir Roda empat dan roda dua terpissah;
- Jaringan Internet;
- Komputer dan Printer;
- Telepon;
- Lemari Dokumen;
- Meja;
- Kursi;
- Alat Tulis kantor;
- Toilet Pengunjung
b. Fasilitas Pendukung:
- Perpustakaan dan Bahan Bacaan;
- Ruang Ibadah (Mushola);
- Ruang Laktasi;
- Kantin;
- Ruang Merokok;
- Televisi;
- Mesin Antrian Elektronik;
- Air Minum;
- Kotak Pengaduan;
- Kursi Roda;
- Step Lobby;
- Tabung Pemadam Api;
- Penunjuk Jalur Evakuasi.

10. | Kompetensi

. Kepala Dinas;
Pelaksana

. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
- Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi;
. Sekretariat;
. Verifikator Dokumen Perizinan;
Verifikator Keuangan;
. Petugas Pendaftaran;

”m -0 a0 oD




h. Pengadministrasian Umum;
i. Petugas Penomoran Surat;
J. Petugas pengambilan Izin;

11. | Jumlah 12 (dua belas orang)
Pelaksana

12. | Jaminan a. Adanya Kepastian Persyaratan , prosedur s Proses, Wal:ml ’bi:z:
Pelayanan dan didukung oleh Sumber daya Manusia yang Ber c.>mpe

dibidang Masing - Masing sesuai tugas dan Fungsi Jabatan; o

b. Adanya jaminan pemberian Pelayanan Perizinan berusaha kepa
masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.

13. | Jaminan a. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas P ena.naSII;‘;lln
Keamanan Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha
dan kecil menengah kabupaten bangka
Keselamatan b. Terdapat tabung pemadam api di lokasi yang telah ditentukan oleh
Pelayanan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten Bangka

pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu

pintu koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten Bangka.

14. | Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kinerja 2. Evaluasi dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM)
Pelaksana dengan mekanisme sebagai berikut :

3. setiap pemohon yang datang kedinas penanaman modal
pelayanan perizinan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan
menengah  teklah mengurus izin dan produk hasil layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi kuesioner survei kepuasan
masyarakat (SKM) pada apliksi SKM.

4. Rekapitulasi data laporan hasil survei kepuasan masyarakat
(SKM) dan hasil index Kepuasan masyarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat (SKM).

5. Analisis data survei kepuasan Masyarakat (SKM) salam
pembuatan laporan survei Kepuasan masyarakat (SKM) Setiap
semester

6. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) berdasarkan
pengawasan atasan langsung terkait orientasi pelayanan,
Komitmen , inisiatif kerja , dan Kerjasama.

15. | Waktu Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Pelayanan

Jum’at : 08.00 - 16.00 WIB
Sabtu, Minggu, hari libur nasional : Tutup

ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal  Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATILPINTU, KOPERASI USAHA KECIL

NIP. 19710115 199503 1 001



